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Bahwa Peraturan Daersh Propinsi Daersh Tngkat I Nusa Tenggara Simur No-
mor 6 iahun 1985 Yentang Pengendalian Pemborsn dsn Pemakeisn Air Baweh
Taunah yhhg'disahkaﬁ:dansan Kepulusan Mentexi Dalam Negeri Nomor : 695.65.
650 tanggal 22 Juli 1986 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propingi
Daersh Tingkat I Nusa ﬂenggara imur tghun 1986 Nomor 180'89:1 D Rsmox:
179, belum mencakup Air Bawah lsnah yang selsma ini pengambilannya di =
lakukan oleh Perusahman Daerah.Air Minum.

Sehubungan dengan itﬁ, dalam rangka pengendalian dan tertibnya pengelola
an  serta pemanfaatan 4ir Bawah Tenah dimaksud secara maksimal, perlu
dia¥ur Iuran Pemskalan Air Bawah Tanash bagl Perusahaan Daerah Air Mi -
num; '

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :
Pasal I

butir A : Cukup jelas. ,

putir B Turan Pemakaipgn Alr Bawah Tanah bagl Perusahaan Dae =
reh Air Minum diperhifungkan hanys sebesar Rpe 2,- -
( Dua Rupiah ) tiap > dengan maksud agar Iuran dimak
sud tidak dibebankan lagi pads pelanggan/konsumen te-
tapi menjadl pengeluarsn/Cost operasionsl Perusghaan

Daerah Air Winum yang bersangicutan dari perhitungan -
tarif air minnm ¥yang berlaku sekarang.

Cukup Jelas.: - -

Haglil pemungutan yang dibagi antara Pemerintah Daerah
Tingkat II hanya menyangkut Ihran Pemboran dan ITuran
pemakaian Alixr Bawah Tanah sebagéimana dimaksud daril
pada beban tugas yang dipikul dersama.

butir ¢
butir D
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Sedangkan hasil} . pungu‘tan Iuran Pemakalan Air Bawah

!amh ‘sebagaimana dimsksud dalam pasal 13, Tidek ~ .
dbagi lagl kevena Pemerintah Deersh Tingket II
telsh ditunjuk sebagal Pengelola Air Baweh Fanah -
yang dalam hal ini dilakukan oleh I’eruaahash Dasrah
Air Minum sehingga merupakan sua“u Kewajiban tftuk
menyisihkan sebagian dari keuntungannya bagi Pomerin

“$ah Daerah Tingka® I dexd hak pengelolaan Lir Ba =
 wah anah yang diberikan kepadanyae '

Pasal II

Cukup jelgs - '



